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PEDOMAN TEKNIS INVENTARISASI ASET IRIGASI 
 
1. Pendahuluan 
 

Inventarisasi merupakan langkah awal dalam rangka Pengelolaan Aset Irigasi (PAI), 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 
tahun 2006 tentang Irigasi.  
 
Tahapan PAI meliputi inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan 
evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset 
irigasi.  
 
Produk dari kegiatan inventarisasi adalah data aset irigasi di setiap daerah irigasi (DI) yang 
disimpan dalam pangkalan data yang berada di kantor pengelola daerah irigasi sesuai dengan 
kewenangannya. Pelaksana inventarisasi adalah pengelola daerah irigasi yang bersangkutan.  

 
2. Aset Irigasi 
 

Aset irigasi terdiri atas dua jenis, yaitu: 
a. Aset jaringan Irigasi, secara fungsional dapat dirinci menjadi : 

1) Jaringan pembawa merupakan jaringan yang berfungsi untuk membawa air dari 
sumber ke sawah-sawah; dan 

2) Jaringan pembuang atau drainase merupakan  jaringan yang berfungsi untuk 
membuang kelebihan air  dari sawah-sawah ke sungai. 

 
Masing-masing aset jaringan terbagi menjadi dua komponen, yaitu: 
1) Komponen sipil yang mayoritas terdiri atas bahan bangunan  pasangan batu dan atau 

beton; dan 
2) Komponen Mekanikal Elektrikal (ME) yang terdiri atas pintu-pintu  air  dan alat 
pengangkatnya. 
 

b. Aset pendukung pengelolaan aset irigasi terdiri atas: 
1) Kelembagaan; 
2) Sumber Daya Manusia (SDM); 
3) Bangunan Gedung; 
4) Peralatan OP; dan 
5) Lahan. 

 
3. Data Umum 
 Data yang diperlukan untuk inventarisasi aset irigasi dikumpulkan melalui pengisian 

Formulir Isian.  
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Data umum yang dikumpulkan terdiri atas:  
3.1. Identitas Daerah Irigasi 

 
 Data yang dikumpulkan untuk identifikasi daerah irigasi (DI) meliputi data yang tidak 

berubah (data statis) dan data yang dapat berubah menurut waktu (data dinamis) 
sebagai berikut: 
Data statis antara lain: 
a. Nama Daerah Irigasi; 
b. Kewenangan pengelolaan; 
c. Nama kantor pengelola; 
d. Nama  wilayah sungai; 
e. Nama sumber air; 
f. Lokasi bangunan pengambilan (intake); 
g. Penggunaan jaringan;  
h. Pola tanam;dan 
i. Luas potensial. 
 
Data dinamis antara lain: 
a. Luas fungsional; 
b. Luas terbangun jaringan utama; 
c. Luas terbangun jaringan tersier; 
d. Luas tanam padi pada musim tanam 1 (MT1), musim tanam 2 (MT2), dan musim 

tanam 3 (MT3) pada 1 tahun yang lalu; 
e. Luas tanam padi pada MT1, MT2, dan MT3 yang diharapkan setelah selesai 

dilaksanakan rencana pengelolaan aset irigasi (RPAI) yaitu rencana 5 (lima) tahun 
yang meliputi perbaikan dan penggantian aset irigasi, serta peningkatan aset 
pendukungnya; dan 

f. Catatan yang dibuat oleh pengelola Daerah Irigasi. 
 

3.2. Data Ketersediaan Air 
Data ketersediaan air meliputi: 
1) Data statis;dan 
2) Data dinamis dari bulan ke bulan. 

 
Data statis meliputi: 
a. Nama bangunan utama (bendungan, bendung, pompa);dan 
b. Nama sungai atau sumber air lainnya. 
 
Data dinamis dari bulan ke bulan meliputi: 
a. Debit pada sumber air rata-rata per periode pemberian air, yaitu setiap 10 (sepuluh) 

harian atau 15 (lima belas) harian; 
b. Debit pengambilan dari intake yang direncanakan setiap periode;dan 
c. Debit realisasi dari intake. 

 
4. Data Aset Jaringan 
 Data aset jaringan terdiri atas komponen sipil dan komponen mekanikal elektrikal (ME) yang 

terdiri atas data mengenai: 
a. bangunan utama; 
b. bangunan pelengkap pembawa; 
c. saluran;  
d. bangunan drainase;dan 
e. jaringan irigasi air tanah. 
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Data aset jaringan dikumpulkan melalui formulir isian yang terdiri atas 2 (dua) lembar, yaitu: 
a. lembar pertama berisi data statis mengenai aset jaringan. Lembar ini untuk tiap aset 

berbeda bentuknya, oleh karena itu disediakan 1(satu) lembar untuk setiap aset; dan 
b. lembar kedua berisikan pertanyaan-pertanyaan tentang data dinamis. Lembar ini 

berbentuk dan berisi sama untuk semua jenis aset jaringan, oleh karena itu di dalam 
pedoman ini hanya dicetak 1 (satu) lembar. Pada waktu pelaksanaan lembar kedua ini 
perlu digandakan  untuk dipergunakan pada semua jenis aset. Pada lembar kedua ini 
untuk aset-aset yang hanya terdiri atas komponen sipil saja,  isian untuk aset ME dapat 
diabaikan. 
 

Untuk jaringan irigasi air tanah dan jaringan irigasi tersier disediakan formulir isian tersendiri 
yang masing-masing terdiri atas 2 (dua) halaman.  

 
Data statis yang dikumpulkan di lembar pertama antara lain terdiri atas: 
a. dimensi bangunan dan saluran; 
b. bahan bangunan sipil; 
c. luas daerah yang dilayani; dan 
d. tahun aset selesai dibangun dan dioperasikan. 

 
Data dinamis yang dikumpulkan di lembar kedua antara lain terdiri atas: 
a. Nilai Aset Baru (NAB) yaitu nilai aset saat ini sesuai dengan nilai aset dalam SIMAK BMN; 
b. kondisi aset; 
c. fungsi aset; 
d. keterangan bahwa aset pernah atau tidak pernah direhabilitasi dan tahun pelaksanaan;dan 
e. usulan perbaikan atau penggantian, yang meliputi:  

1) jenis pekerjaan yang diperlukan; 
2) rincian perbaikan yang diperlukan; 
3) area pelayanan yang terpengaruh oleh kerusakan/pekerjaan perbaikan; 
4) total biaya yang diperlukan; 
5) urgensi dari pekerjaan yang diusulkan;dan 
6) tujuan utama dari pekerjaan. 

 
5. Aset Pendukung 

Data aset pendukung yang dikumpulkan antara lain data mengenai: 
a. kelembagaan; 
b. sumber daya manusia; 
c. bangunan gedung; 
d. peralatan operasi dan pemeliharaan (OP); dan 
e. lahan yang bersangkutan dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. 
f. Untuk dapat menghitung kinerja sistem irigasi juga diperlukan data kinerja aset 

pendukung yang harus diisi pada formulir kinerja aset pendukung sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I Bagian D Pedoman ini.  

 
6. Formulir Isian dan Petunjuk Pengisian 

Formulir isian beserta petunjuk pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Bagian 
D  Pedoman ini. 
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7. Kode-kode yang Diperlukan 
Untuk kepentingan sistem informasi pengelolaan aset irigasi (SIPAI) diperlukan kode-kode 
sebagai berikut: 
(5) kode Kabupaten/Kota; 
(6) kode wilayah sungai; 
(7) kode daerah irigasi; dan 
(8) kode aset irigasi. 

 
Kode yang pada saat ini telah resmi adalah kode Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh 
Badan Pusat Statistik (BPS). Oleh karena itu sebelum kode lain diterbitkan secara resmi, 
secara internal dibuat kode  lain yang diperlukan untuk kepentingan pengolahan data. 
Masing-masing kode akan dijelaskan berikut ini. 

a. Kode Kabupaten/Kota  
 Kode Kabupaten/Kota diambil dari ketentuan yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS). Kode terdiri atas 4 (empat) digit. Dari kode tersebut sudah dapat diketahui suatu 
Kabupaten/Kota masuk provinsi mana. Kode Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I Bagian A. 

 
 Kode Kabupaten/Kota (4 digit) :  
  
              1    2    3   4 
 

b. Kode Wilayah Sungai 
 Penulisan kode wilayah sungai terdiri atas 6 digit sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I Bagian B.  
 
    Kode Wilayah Sungai (6 digit) :          -           - 
 
               1    2     3    4     5    6 
 

c. Kode Daerah Irigasi 
 Penulisan kode Daerah Irigasi terdiri atas 8 digit dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Kode untuk Daerah Irigasi yang utuh terletak dalam satu Kabupaten/Kota: 
   Kode terdiri atas 8 digit :  
 
 1    2      3   4      5   6    7    8 
 
Digit ke 1 dan 2 : merupakan kode Provinsi  
Digit ke 3 dan 4 : merupakan kode Kabupaten/Kota  
 
Digit ke 5 sampai dengan 8 : merupakan Nomor urut DI dalam satu Kabupaten/Kota 
yang bersangkutan sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang 
Penetapan Status  Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang Dan 
Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

2) Kode untuk Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota: 
   Kode terdiri atas 8 digit:  
 
     1   2     3     4     5   6    7    8 

Digit ke 1 dan 2: merupakan kode Provinsi  
 
Digit ke 3 dan 4: berupa angka 00 merupakan kode lintas Kabupaten/Kota. 

 
Digit ke 5 sampai dengan 8: merupakan nomor urut Daerah Irigasi lintas 
Kabupaten/Kota dalam kewenangan provinsi yang bersangkutan. 

3) Kode untuk Daerah Irigasi Lintas Provinsi: 

0 0 
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   Kode terdiri atas 8 digit :  
 
              1    2      3   4       5   6   7    8 

Digit ke 1 sampai dengan 4: berupa angka 00 00 merupakan kode lintas Provinsi. 
Digit ke 5 sampai dengan 8: merupakan nomor urut Daerah Irigasi lintas Provinsi 
dalam kewenangan Pusat. 

4) Kode Kewenangan 
Penulisan kode kewenangan pengelolaan Daerah Irigasi sebagai berikut: 
A = Kode untuk Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah 
B = Kode untuk Daerah Irigasi kewenangan pemerintah Provinsi 
C = Kode untuk Daerah Irigasi kewenangan pemerintah       
Kabupaten/Kota. 
Kode kewenangan dipisahkan dari kode-kode Daerah Irigasi tersebut di atas karena 
kewenangan pengelolaan Daerah Irigasi dapat berubah, misalnya karena adanya 
pemekaran wilayah. 
 

d. Kode Aset Irigasi 
Kode Aset Irigasi ini akan terisi secara otomatis oleh aplikasi pengelolaan aset irigasi.  
Alur pikir penentuan kode aset irigasi dalam pengembangan aplikasi pengelolaan aset 
irigasi sebagaimana tercantum dalam penjelasan berikut. 
Sebelum menentukan kode dari aset irigasi terlebih dahulu perlu dibuat struktur 
pengelompokan aset terlebih dahulu. Untuk aset irigasi yang berupa jaringan maupun 
aset pendukung struktur pengelompokannya adalah sebagai berikut: 
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Gambar-1 Strukturisasi Aset Irigasi 

 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, aset irigasi terdiri atas 
jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi. Dalam pengkodean hal tersebut berarti aset 
irigasi terdiri atas 2 (dua) kelompok. Klasifikasi selanjutnya kelompok terbagi menjadi sub 
kelompok dan sub kelompok menjadi sub sub kelompok, akhirnya sub sub kelompok terdiri atas 
satuan aset.  
Sampai dengan sub-sub-kelompok aset irigasi terdiri atas 4 (empat) digit, setiap sub-sub-
kelompok terdiri atas beberapa jenis aset yang bisa sampai 2 (dua) digit, sedangkan satu jenis 
aset dalam satu Daerah Irigasi yang besar dapat sampai mencapai angka 3 (tiga) digit. Secara 
keseluruhan kode aset irigasi terdiri atas 9 (sembilan) digit. Lihat Gambar-2 Skema Pembentukan 
Kode Aset Irigasi  pada halaman berikut ini dan Kode Aset Irigasi  sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I Bagian C. 
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Kode Aset Irigasi (9 digit) :      -      -      -      -           - 
 
 
 
         No. Urut aset 
           Dalam 1 Daerah Irigasi 
            

Menunjukkan jenis aset 
 

Menunjukkan Sub SubKelompok 
 

           Menunjukkan Sub Kelompok 
 
                Menunjukkan Kelompok aset 
         
                 Menunjukkan aset irigasi 
 
Perlu diketahui dalam Tabel-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Bagian C Kode Aset 
Irigasi, terdapat baris-baris yang dikosongkan dengan maksud untuk dapat ditambahkan 
bilamana ada tambahan jenis-jenis aset yang belum termasuk dalam daftar. 
Penambahan data dilakukan dengan cara: 
Dituliskan jenis aset yang baru yang belum ada dalam daftar kedalam formulir, kemudian 
diberikan kode aset sementara dengan melanjutkan nomor kode jenis aset terakhir yang telah 
ada dalam daftar. 
Selanjutnya jenis aset baru dan kode aset sementara diberitahukan melalui pos, faximile, atau  e-
mail kepada: 
a. Subdit. Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Ditjen. Sumber Daya Air, Jl. Pattimura 

No.20, Kebayoran Baru, Jakarta subditdai@sda.pu.go.id, 
b. Subdit. Perencanaan Teknis Irigasi dan Rawa, Direktorat Irigasi dan Rawa dengan alamat  

cantek.ditgasira@sda.pu.go.id ;dan 
c. Subdit. Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Bina Operasi Dan Pemeliharaan 

dengan alamat Cantek_op@yahoo.co.id  
 
Usulan kode-kode baru tersebut akan ditetapkan kode aset definitifnya dan dimutakhirkan 
melalui aplikasi pengelolaan aset irigasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.djpp.depkumham.go.id

mailto:subditdai@sda.pu.go.id
mailto:cantek.ditgasira@sda.pu.go.id
mailto:Cantek_op@yahoo.co.id
http://www.djpp.depkumham.go.id


2012, No.863 27

 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2012, No.863 28

8. Kode Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) 
 

Kode jaringan irigasi air tanah (JIAT) sebagaimana tercantum Lampiran I Bagian C. Formulir 
isian untuk aset jaringan irigasi dan aset pendukung dalam JIAT dijadikan satu, namun 
inventarisasi aset jaringan irigasi dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan untuk 
aset pendukung dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

 
 
9. Bagan Alur Kegiatan Inventarisasi 
 

Untuk mempermudah pemahaman mengenai urutan kegiatan inventarisasi aset irigasi dapat 
dilihat bagan alur di bawah ini.  
Gambar-3 menunjukkan bagan alur inventarisasi aset jaringan yang dilakukan 1 (satu) kali 
dalam 1 (satu) tahun. 
Gambar-4 menunjukkan bagan alur inventarisasi aset pendukung yang dilakukan 1 (satu) 
kali dalam 5 (lima) tahun. 

 

 
 
 

Gambar-3  Bagan Alur Inventarisasi Aset Jaringan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 
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BERSAMA GP3A 
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Gambar – 4  Bagan Alur Inventarisasi Aset Pendukung 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun 
 
10. Metodologi Inventarisasi Aset Irigasi 

Inventarisasi aset irigasi dilaksanakan dengan dukungan perangkat komputer. Kegiatan 
inventarisasi aset irigasi dalam rangka PAI mencakup kegiatan: 
a. persiapan kegiatan inventarisasi aset irigasi; 
b. pengumpulan data sekunder; 
c. penelusuran jaringan dan luas area yang dilayani untuk mendapatkan data GPS dan 

pengisian formulir untuk data yang harus dilihat di lapangan; 
d. validasi data; 
e. pemasukan data ke komputer;dan 
f. penyusunan laporan inventarisasi. 

 
     PENJELASAN 

a. Persiapan kegiatan inventarisasi aset irigasi 
Persiapan dilakukan oleh pengelola Daerah Irigasi yang bersangkutan.  
Hal-hal yang perlu dipersiapkan:  
1) Penyiapan petugas yang diperlukan meliputi: 

a) Koordinator Inventarisasi PAI, yang bertugas mengoordinasi seluruh kegiatan 
inventarisasi, baik inventarisasi aset jaringan yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 
1(satu) tahun maupun inventarisasi aset pendukung yang dilakukan 1 (satu) kali 
dalam 5 (lima) tahun; 

b) Koordinator Lapangan PAI, yang bertanggung jawab mengoordinasi penelusuran 
jaringan untuk pengisian formulir di lapangan; 

c) Validator Data PAI, yang bertanggung jawab atas pengisian, kelengkapan dan 
validasi data di kantor; 

PERSIAPAN 

PENGISIAN FORM DI 
KANTOR 

SURVEI LAPANGAN 

PEREKAMAN 
KOORDINAT GPS & FOTO 

PENGISIAN FORM 
LAPANGAN 

VALIDASI 
DATA 

PEMASUKAN KE 
PANGKALAN DATA 

STOP 
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d) Operator Komputer, yang bertanggung jawab atas pemasukan data ke 
komputer;dan 

e) petugas pembantu yang lain sesuai kebutuhan. 
 

2) Pelatihan yang diperlukan, meliputi: 
a) Pelatihan pengisian formulir data inventarisasi untuk Koordinator Lapangan;dan 
b) Pelatihan pengoperasian komputer, pengambilan foto digital, dan perangkat GPS 

untuk Operator Komputer; 
 

3) Pengecekan peralatan yang diperlukan, dilakukan oleh Koordinator Inventarisasi, 
antara lain peralatan: 
a) pengambilan foto : kamera digital; 
b) pengambilan koordinat geografis : perangkat GPS; 
c) pengukur panjang : rollmeter; 
d) penyimpan dan pengolah data : komputer; 
e) hitung : kalkulator; 
f) tulis : formulir, bolpen;dan 
g) pelindung petugas lapangan : topi, sepatu karet, payung, jas hujan. 
 

4) Penyusunan jadwal oleh Koordinator Inventarisasi meliputi jadwal: 
a) pelatihan; 
b) pengisian data di kantor; 
c) penyusunan tim survei penelusuran; 
d) pemberitahuan kepada P3A/GP3A/IP3A; 
e) pertemuan penjelasan dan pembagian tugas seluruh anggota tim survei; 
f) penelusuran jaringan; 
g) validasi data; 
h) pemasukan data ke komputer; dan 
i) pengiriman data melalui internet (dalam hal diperlukan). 

 
5) Penghitungan biaya yang dilakukan oleh Koordinator Inventarisasi, yang terdiri antara 

lain biaya: 
a) pengadaan peralatan (hanya pada saat pertama kali inventarisasi) 
b) fotocopy formulir; 
c) perjalanan dinas/honorarium anggota tim survei; 
d) pengiriman data melalui internet (dalam hal diperlukan); 
e) lain-lain : konsumsi, topi, sepatu karet, payung, jas hujan, BBM, P3K.  

 
6) Pengadaan Peralatan 

Untuk mendukung inventarisasi dilakukan:  
a) inventarisasi alat yang diperlukan; 
b) pemanfaatan peralatan yang sudah ada;dan 
c) pengadaan peralatan yang diperlukan.  

 
b. Pengumpulan Data Sekunder  

Beberapa data dapat dikumpulkan dan diisikan dari data sekunder di  kantor antara 
lain data: 
1) yang tidak berubah/permanen 
2) mengenai Identitas Daerah Irigasi  
3) ketersediaan Air. 
 

c.  Penelusuran Jaringan dan luas area yang dilayani. 
Penelusuran Jaringan dan luas area yang dilayani dilakukan untuk mendapatkan data 
GPS dan pengisian formulir. 
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Penelusuran jaringan dilakukan dengan tujuan: 

1) pengambilan data koordinat geografis melalui perangkat GPS dan pengambilan foto 
digital mutakhir. 
Kegiatan penelusuran data GPS pada prinsipnya hanya dilakukan sekali, kecuali ada 
perubahan jaringan atau luas area yang dilayani. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan 
terpisah dari kegiatan penelusuran untuk pengisian formulir, karena waktu yang 
diperlukan untuk penelusuran data GPS lebih singkat dari pada waktu untuk 
pengisian formulir. 

2) pengisian formulir inventarisasi yang datanya harus didapat dari lapangan. 
 
 Untuk pengisian formulir inventarisasi juga diperlukan penelusuran jaringan serta 
pemotretan dengan kamera  digital. 

 Pemotretan dengan kamera digital dilakukan dengan maksud: 
- File digital mudah disimpan dalam komputer; 
- Tiap foto tidak diperlukan untuk dicetak;dan 
- Prosesnya lebih mudah dan lebih singkat. 

 
Baik pengambilan data koordinat GPS maupun pemotretan digital, kedua datanya akan 
tersimpan pertama kali di dalam alatnya sendiri. Kemudian setelah selesai baru dapat 
dimasukkan ke dalam komputer. Untuk memudahkan penyimpanan data ke dalam 
komputer pada saat penelusuran di lapangan perlu dibuat catatan dalam formulir 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Bagian D.  

 
 Kegiatan  penelusuran jaringan untuk mendapatkan data GPS dapat dilaksanakan 
bersama-sama untuk kepentingan lain selain PAI, misalnya dalam rangka PSETK, atau 
dalam rangka OP yang telah rutin diselenggarakan atau dalam rangka desain partisipatif. 
Dianjurkan agar kegiatan penelusuran jaringan ini diselenggarakan secara bersamaan 
untuk efisiensi dan dimulai dari intake (hulu) menuju ke hilir. 
 

d. Validasi Data  
Sebelum data dimasukkan ke dalam pangkalan data di komputer terlebih dahulu harus 
divalidasi untuk memperoleh kebenaran, yang dilakukan oleh Koordinator Inventarisasi. 
 Data yang perlu divalidasi terutama mengenai dimensi aset, umur aset,  nilai aset baru, 
kondisi, fungsi dan biaya yang diusulkan. 

 
e. Pemasukan Data ke Komputer 

Setelah divalidasi data dimasukkan ke dalam pangkalan data di komputer menggunakan 
aplikasi PDSDA-PAI. Pemasukan Data ini dilakukan oleh Operator Komputer yang 
menguasai aplikasi PDSDA-PAI, sebaiknya petugas tersebut adalah pengelola SISDA dari 
Unit Pelaksana Teknis atau Unit Pelaksana Teknis Daerah atau dinas yang menangani 
irigasi. 

 
f. Penyusunan Laporan Hasil Inventarisasi 

Hasil inventarisasi aset irigasi disusun dalam laporan inventarisasi. Contoh isi laporan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Bagian A. 
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KODE WILAYAH  SUNGAI 
  

Kode_WS Wilayah Sungai 
  
 Wilayah Sungai Lintas Negara 

03.07.A1 Benanain 
03.08.A1 Noelmina 
04.17.A1 Sesayap 
07.04.A1 Mamberamo - Tami - Apauvar 
07.05.A1 Einlanden - Digul - Bikuma 
 Wilayah Sungai Lintas Provinsi 
01.09.A2 Alas - Singkil 
01.18.A2 Batang Natal - Batang Batahan 
01.23.A2 Rokan 
01.27.A2 Kampar 
01.29.A2 Indragiri-Akuaman 
01.37.A2 Batanghari 
01.38.A2 Teramang - Muar 
01.42.A2 Nasal - Padang Guci 
01.42.A2 Musi - Sugihan - Banyuasin - Lemau 
01.46.A2 Mesuji - Tulang Bawang 
02.03.A2 Cidanau-Ciujung-Cidurian 
02.04.A2 Kepulauan Seribu 
02.05.A2 Ciliwung - Cisadane 
02.09.A2 Cimanuk - Cisanggarung 
02.10.A2 Citanduy 
02.17.A2 Progo - Opak - Serang 
02.18.A2 Bengawan Solo 
04.05.A2 Jelai-Kendawangan 
04.09.A2 Barito 
05.03.A2 Dumoga - Sangkub 
05.04.A2 Limboto - Bulango - Bone 
05.06.A2 Randangan 
05.08.A2 Palu - Lariang 
05.13.A2 Kaluku - Karama 
05.14.A2 Pompengan - Larona 
05.15.A2 Saddang 
05.18.A2 Towari - Lasusua 
05.19.A2 Lasolo - Konaweha 
07.02.A2 Omba 
 Wilayah Sungai Strategis Nasional 
01.01.A3 Aceh - Meureudu 
01.04.A3 Woyla - Bateue 
01.05.A3 Jambo Aye 
01.11.A3 Belawan - Ular - Padang 
01.13.A3 Toba - Asahan 
01.25.A3 Siak 
01.34.A3 Kepulauan Batam - Bintan 
01.44.A3 Bangka 
01.48.A3 Seputih - Sekampung 
02.06.A3 Citarum 
02.10.A3 Serayu - Bogowonto 
02.14.A3 Jratunseluna 
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KODE WILAYAH  SUNGAI 
  

Kode_WS Wilayah Sungai 
 

02.17.A3 Brantas 
03.01.A3 Bali - Penida 
03.01.A3 Lombok 
03.03.A3 Sumbawa 
03.05.A3 Flores 
04.03.A3 Kapuas 
04.07.A3 Mentaya - Katingan 
04.14.A3 Mahakam 
05.01.A3 Tondano - Sangihe - Talud - Miangas 
05.05.A3 Paguyaman 
05.09.A3 Parigi - Poso 
05.16.A3 Walanae - Cenranae 
05.17.A3 Jeneberang 
06.01.A3 Halmahera Utara 
06.02.A3 Halmahera Selatan 
06.05.A3 Ambon - Seram 
06.07.A3 Kepulauan Yamdena - Wetar 
 Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota 
01.02.B Teunom - Lembeuso 
01.03.B Pase - Peusangan 
01.06.B Tamiang - Langsa 
01.07.B Baru - Kluet 
01.10.B Wampu- Besitang 
01.12.B Bah Bolon 
01.14.B Nias 
01.15.B Sibundong - Batang Toru 
01.16.B Barumun - Kualuh 
01.17.B Batang - Angkola - Batang Gadis 
01.30.B Reteh 
01.31.B Bengkalis - Meranti 
01.19.B Masang - Pasaman 
01.21.B Silaut - Tarusan 
01.36.B Pengabuan - Lagan 
01.39.B Sebelat - Ketahun - Lais 
01.40.B Bengkulu - Alas - Talo 
01.45.B Belitung 
01.47.B Semangka 
02.01.B Cibalung - Cisawarna 
02.02.B Ciliman - Cibungur 
02.05.B Cisadea - Cibareno 
02.06.B Ciwulan - Cilaki 
02.09.B Pemali - Comal 
02.11.B Bodri - Kuto 
02.18.B Madura _bawean 
02.20.B Bondoyudo - Bedadung 
02.21.B Pekalen - Sampean 
02.22.B Baru - Bajulmati 
03.04.B Sumba 
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KODE WILAYAH  SUNGAI 
  

Kode_WS Wilayah Sungai 
03.06.B Flotim Kep - Lembata - Alor 
04.01.B Sambas 
04.02.B Mempawah 
04.06.B Seruyan 
04.08.B Kahayan 
05.02.B Poigar - Ranoyapo 
05.07.B Lambunu-Buol 
05.10.B Bongka - Mantawa 
05.12.B Laa - Tambalako 
05.20.B Poleang - Roraya 
05.21.B Muna 
05.22.B Buton 
06.03.B Kepulauan Sula - Obi 
06.04.B Buru 
06.06.B Kepulauan Kei - Aru 
07.01.B Kamundan - Sebyar 
07.03.B Wapoga - Mimika 
 Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten 
01.08.C Simeulue 
01.22.C Kubu 
01.24.C Bukit Batu 
01.26.C Rawa 
01.28.C Guntung - Kateman 
01.32.C Kepulauan Karimun 
01.33.C Kep. Lingga - Singkep 
01.35.C Kep. Natuna - Anambas 
01.20.C Siberut - Pagai - Sipora 
01.41.C Enggano 
02.12.C Kepulauan Karimun Jawa 
02.13.C Wiso - Gelis 
04.04.C Pawan 
04.12.C Pulau Laut 
05.11.C Kepulauan Banggai 
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PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN PENGELOLAAN ASET IRIGASI  
 
1. Pendahuluan 
 

Perencanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan dengan penyusunan rencana pengelolaan aset 
irigasi (RPAI) merupakan langkah kedua dalam rangka PAI setelah dilaksanakan inventarisasi. 
Tujuan RPAI adalah mencapai tingkat pelayanan yang diinginkan. 

 
Dengan perencanaan pengelolaan aset irigasi yang baik diharapkan kondisi dan fungsi aset 
akan terjaga sehingga tingkat layanan yang diharapkan dapat dicapai. 
 
Produk dari kegiatan penyusunan RPAI adalah sebuah laporan RPAI untuk sebuah Daerah 
Irigasi (DI). Penyusunan RPAI ini dilaksanakan oleh instansi yang berwenang atas pengelolaan 
DI yang bersangkutan dengan menggunakan data hasil inventarisasi. 
 

2. Pemilihan Tingkat Pelayanan Irigasi 
 

Tingkat pelayanan irigasi merupakan elemen penting dalam PAI, karena Investasi yang 
dilakukan dalam PAI harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan irigasi tersebut.  
 
Dalam peraturan menteri ini telah ditentukan bahwa tingkat pelayanan yang akan diukur 
adalah kinerja sistem irigasi. 
 
Untuk dapat menghitung kinerja sistem irigasi perlu dihitung kondisi prasarana (kinerja 
jaringan irigasi) yang dilakukan dengan beberapa asumsi sebagai berikut: 
 
1. Jaringan Irigasi baru dianggap mempunyai fungsi 100% dengan masing-masing aset dalam 

jaringan tersebut berfungsi 100%. 
2. Fungsi suatu aset bangunan akan berpengaruh terhadap seluruh luasan yang dilayani oleh 

bangunan tersebut (fungsi bendung akan berpengaruh terhadap seluruh luas jaringan 
irigasi, sedangkan fungsi bangunan bagi paling ujung hanya berpengaruh terhadap luasan 
dipetak yang dilayaninya) 

3. Dalam hal pada suatu saluran terdapat bangunan, maka kondisi dari fungsi layanan yang 
membatasi adalah yang kondisi fungsi layanannya terkecil (jika salurannya masih 100% 
tetapi kemudian ada syphon yang hanya berfungsi 50%, maka fungsi layanan terhadap 
jaringan irigasi di hilir syphon tersebut menjadi 50% saja). 

 
Prinsip-prinsip tersebut diatas diterapkan terhadap seluruh jaringan. 

 
Jika layanan dari masing-masing ruas diberikan bobot yang dihitung atas fraksi dari luas area 
yang dilayani terhadap total area layanan dari jaringan irigasi tersebut. Kemudian kinerja 
seluruh jaringan dapat dihitung dengan menjumlahkan  seluruh fraksi jaringan yang ada. 
 
Secara matematis, rumusan dari kinerja jaringan irigasi dapat dituliskan sebagai berikut : 
 
Kinerja jaringan =  Σ  (f min bang ; f min sal) * Ab  
 
Dimana : 
 
f min bang : koefisien fungsi layanan yang terkecil dari seluruh bangunan yang  ada sejak 

dari bangunan pengambilan ke titik yang ditinjau 
f min sal  : koefisien fungsi layanan yang terkecil dari seluruh saluran yang ada  sejak dari 

bangunan pengambilan ke titik yang ditinjau 

LAMPIRAN II 
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  13/PRT/M/2012 
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Ab : perbandingan luas area yang dilayani pada titik yang ditinjau   terhadap luas 
total daerah irigasi  

 
Secara skematis dapat dijelaskan dengan skema sederhana sebagai berikut: 
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Total Luas DI = 16.000 ha 

Koefisien Fungsi Area yang dilayani Koefisien Kinerja 

Bangunan Identitas 
Area 

Bobot Ke 
B1 

Ke 
B2 

Ke 
C 

Koef.minimum 
x luas 

A 1   1 1 1  

B 0.7   0,7 0,7 0,7  

B1 0.7 1 0,31 0,7 0,7 0,7 0,217 

B2 0.2 1 

2 

0,13 

0,06 

 0,2  0,027 

0,013 

C 1 1 

2 

3 

0,19 

0,13 

0,19 

  1 0,133 

0,091 

0,133 

Saluran       

A-B 1   1 1 1  

B-B1 1   1 1   

B1-B2 1    1   

B-C 1     1  

Koefisien minimum menuju areal 
layanan 

0,7 0,2 0,7  

Kinerja jaringan irigasi 0,614 

 
Kinerja jaringan irigasi dipengaruhi oleh kinerja masing-masing aset secara individual. 
Penentuan kinerja individual aset jaringan diekpresikan sebagai fungsi dari masing-masing aset, 
yang dalam pedoman ini dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu: 
a. baik sekali (>90%); 
b. baik (antara 70%-90%); 
c. sedang (antara 55%-69%); dan 
d. buruk (<55%).  
Penentuan kinerja individual aset jaringan dapat dinilai oleh petugas operasi dan pemeliharaan 
jaringan yang berpengalaman.  
 
Untuk aset pendukung yang terdiri atas unsur kelembagaan, SDM, bagunan gedung, peralatan, 
dan lahan, kinerjanya ditentukan atas dasar perbandingan antara keberadaan dan kebutuhan 
aset pendukung,  sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang 
Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. 
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3. Kinerja Aset Jaringan dan Tingkat Pelayanan Irigasi 
 

Pada saat survei inventarisasi didapatkan kondisi dan fungsi dari masing-masing aset  dalam 
ukuran kualitatif baik sekali, baik, sedang  dan buruk atau dalam ukuran kuantitatif dalam 
%. Ukuran tersebut didasarkan atas penilaian selama tahun musim tanam terakhir. 
 
Dari kondisi dan fungsi masing-masing aset tersebut dapat dihitung kinerja aset jaringan 
irigasi yang merupakan salah satu unsur untuk menghitung kinerja sistem  irigasi.   
 
Pada pedoman ini diasumsikan bahwa untuk setiap aset yang pada awalnya kinerja dari aset 
individual kurang dari 100%, maka diharapkan setelah dilakukan perbaikan atau penggantian 
aset, kinerja jaringan dapat ditingkatkan menjadi 100%. Meskipun demikian tidak secara 
otomatis tingkat pelayanan irigasi akan meningkat secara nyata, karena masih diperlukan 
peningkatan aset pendukung, antara lain Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan 
Bangunan gedung.  

 
4. Karakteristik Aset Jaringan Irigasi 
 

Satuan unit aset jaringan irigasi terdiri dari misalnya satu bangunan bendung secara utuh, 
yang di didalamnya terdapat beberapa segmen yang bila dirinci mempunyai tugas sendiri-
sendiri. Namun demi mudahnya satuan aset tersebut hanya dibedakan kedalam komponen 
sipil dan komponen mekanikal-elektrikal yang berupa pintu-pintu beserta alat pengangkatnya. 
Pembedaan tersebut karena bahan pembentuk komponen bangunan tersebut yang berbeda 
sehingga umur rencananya (ibarat umur harapan hidupnya) berbeda. Komponen sipil dapat 
terbentuk dari beberapa material, namun untuk proses evaluasi diambil material yang 
dominan dari koponen tersebut 

 
4.1. Kondisi dan Fungsi 

 
Setelah suatu aset irigasi selasai dibangun terjadilah proses kerusakan yang semakin lama 
semakin banyak sehingga dapat disebut kondisi merupakan fungsi umurnya. Demikian pula 
halnya dengan fungsi suatu aset, namun tidak selalu penurunan kondisi paralel dengan 
penurunan fungsi. 
Kondisi fisik jaringan irigasi dinilai berdasarkan tingkat kerusakan dibandingkan dengan 
kondisi awal. 
Fungsi fisik jaringan irigasi dinilai berdasarkan kemampuan mengalirkan air dibandingkan 
dengan kapasitas rencana.  
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Secara hipotetis dapat digambarkan sebagai berikut : 
 

 
 
 

Gambar-B5 Kondisi dan Fungsi Aset tanpa ada intervensi 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar-B6 Kondisi atau Fungsi Aset dengan ada intervensi 
Umur dari aset dapat diperpanjang dengan intervensi berupa perbaikan-perbaikan ataupun 
penggantian-penggantian. Dengan demikian umur rencana dari aset dapat berulang sejak 
diadakannya intervensi tersebut. Dengan catatan intervensi tersebut meliputi sebagian besar 
dari bagian aset atau diistilahkan sebagai rehabilitasi berat dan pembaharuan ataupun 
peningkatan yang berarti ada penambahan kapasitas. 
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Bentuk grafik tersebut hanya berlaku untuk aset jaringan saja, untuk aset pendukung 
terutama jenis kelembagaan, sumber daya manusia, dan lahan grafik tersebut tidak berlaku. 
 
 
4.2.  Area Layanan 
Setiap aset jaringan mempunyai area layanan, yaitu luas persawahan yang mendapatkan air 
melalui aset jaringan yang bersangkutan. Suatu bendung mempunyai area layanan seluruh 
luas DI, bangunan sadap mempunyai area layanan seluas petak tersier yang mendapatkan air 
dari sadap yang bersangkutan. Area layanan ini hanya dikenakan pada aset yang mempunyai 
fungsi ikut mengatur/membagi aliran air. 
 
4.3. Nilai Aset Baru 
Setiap aset jaringan mempunyai nilai yang berubah dari waktu ke waktu. Nilai Aset Baru 
penting untuk menghitung nilai aset yang ada. 

 
5. Area Terpengaruh Kerusakan 
 

Setiap aset jaringan mempunyai areal layanan seperti dijelaskan di atas. Dalam hal suatu aset 
menglami kerusakan dan penurunan fungsi, maka kemungkinan pada areal layanan tersebut 
juga terpengaruh oleh kerusakan tersebut. Bila penurunan fungsinya besar maka areal yang 
terpengaruh tersebut juga besar demikian pula sebaliknya. Pengaruh tersebut dapat karena 
fungsi dari aset yang turun, kondisi aset yang turun, atau nantinya pengaruh dari 
pelaksanaan perbaikan atau penggantian yang diusulkan. 

 

6. Urgensi Upaya Penanganan 
 

Urgensi upaya penanganan ditentukan di lapangan dengan melihat langsung kondisi dan 
fungsi dari aset yang diinventarisasi. Terdapat 4 kategori urgensi : 
(1) “Sangat Urgen” yaitu perlu dilaksanakan dalam 1 (satu) atau 2 (dua) tahun setelah 

inventarisasi;  
 Untuk menegaskan perlu dilaksanakan penanganan pada tahun pertama atau tahun kedua 

dengan ketentuan, apabila fungsi dari aset menunjukkan Sedang atau Buruk, maka perlu 
dilaksanakan penanganan pada tahun pertama. Tapi bila masih berfungsi Baik Sekali atau 
Baik, maka perlu dilaksanakan penanganan pada tahun kedua setelah inventarisasi; 

(2) “Urgen” yaitu perlu dilaksanakan penanganan dalam 3 (tiga) tahun setelah inventarisasi; 
(3) “Kurang Urgen” yaitu dapat dilaksanakan penanganan dalam 4 (empat) tahun setelah 

inventarisasi; dan 
(4) “Jangka Panjang” yaitu dapat dilaksanakan penanganan dalam 5 (lima) tahun setelah 

inventarisasi. 
 

Keputusan mengenai urgensi tersebut ditentukan atas pertimbangan obyektif oleh petugas 
survei inventarisasi bersama dengan unsur P3A. Pertimbangan obyektif tersebut antara lain 
dapat berupa ketahanan aset  bertahan pada kondisi sekarang (saat inventarisasi), pengaruh 
penundaan usulan pekerjaan pada produksi padi, dan kemampuan keuangan guna 
membiayai usulan pekerjaan. 
Data urgensi dapat dilihat pada formulir isian untuk aset jaringan lembar 2/2  Lampiran I 
Bagian D. 

 
7. Tujuan dari Upaya Penanganan 
 

Upaya-upaya penanganan tersebut pastilah mempunyai satu tujuan yang dapat dipilah 
menjadi enam yaitu  
a. penggantian dengan manfaat yang diharapkan mengembalikan kinerja seperti pada saat 

baru; 
b. pemeliharaan dengan manfaat yang diharapkan untuk mencegah kinerja turun; 
c. peningkatan dengan harapan manfaat kinerjanya naik; 
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d. perluasan dengan harapan kenaikan areal pelayanan, tujuan ini hanya dimungkinkan 
bila data ketersediaan airnya menunjukkan berlebih; 

e. pengamanan dengan harapan erosi dapat dicegah, kecelakaan dapat dicegah. 
f. efisiensi operasi dengan harapan operasi jaringan menjadi lebih cepat, dan lebih efisien. 

 
8. Pokok-Pokok Isi RPAI 

Rencana Pengelolaan Aset Irigasi (RPAI) terdiri dari 3 bagian, yaitu : 
 
Bagian 1 : Rencana Investasi Aset Jaringan 5 tahun (RIAJ), yang terbagi menjadi  
Rencana Anggaran Investasi 5 tahun, yang berisikan perbaikan dan penggantian aset selama 
5 tahun. Penyusunan rencana ini banyak tergantung dari usulan-usulan pekerjaan dari 
lapangan, karena dinilai petugas lapanganlah yang dari hari ke hari berada di lapangan yang 
paling mengetahui keperluannya.  
 
Bagian 2 : Rencana Investasi Aset Pendukung (RIAP) 5 tahun, yang berisi : 
• Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan 

─ Kelembagaan Internal  
─ Kelembagaan External 

• Peningkatan SDM 
─ Training/Pendidikan 
─ Peremajaan 

• Perbaikan dan Penggantian Bangunan Gedung 
─ Perbaikan dan Peningkatan 
─ Penggantian 

• Perbaikan dan Penggantian Peralatan 
─ Perbaikan dan Peningkatan 
─ Penggantian 

• Sertifikasi dan Pengamanan Lahan  
─ Sertifikasi Lahan Milik 
─ Penyelesaian Sengketa 
─ Pengamanan Administrasi/Pengarsipan 
─ Pengamanan Fisik 

 
Contoh format RPAI dapat dilihat di Lampiran II Bagian A 

 
Bagian 3 : Rencana Kinerja Aset Irigasi (RKAI) 5 tahun, yang berisi : 
 
Rencana Kinerja Aset Irigasi garis besarnya adalah sebagai berikut  
• Berupa grafik Peningkatan Kinerja Aset Jaringan dari tahun ke-1 hingga tahun ke-5. 
• Berupa grafik Peningkatan Kinerja Aset Pendukung pengelolaan aset irigasi dari tahun ke-

1 hingga tahun ke-5. 
• Berupa grafik Peningkatan Kinerja Aset Irigasi yang merupakan penggabungan antara 

Kinerja Aset Jaringan dengan Kinerja Aset Pendukung dengan pembobotan 80% pada 
Kinerja Aset Jaringan dan 20% pada Kinerja Aset Pendukung. 

  
9. Penanganan dan Prioritas Perbaikan  

Pada kenyataannya pengajuan dana untuk keperluan pengelolaan jaringan irigasi dari tahun 
ke tahun tidak selalu terpenuhi sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu jenis penanganan 
dan prioritas perbaikan perlu dibuat berdasarkan atas data: 

(1) Luas Daerah Irigasi, disebut Adi; 

(2) Luas layanan terpengaruh kerusakan aset, disebut Aas; 

(3) Kondisi fisik jaringan irigasi; dan  

(4) Fungsi fisik jaringan irigasi. 
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Dari data diatas disusun daftar skala prioritas dengan rumus: 

( )
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P = Prioritas 
K = Skor Kondisi 
F = Skor Fungsi 
Aas = Luas layanan terpengaruh kerusakan aset 
Adi = Luas daerah irigasi 

 
Penentuan jenis penanganan dan prioritas perbaikan jaringan irigasi akan difasilitasi 
prosesnya dengan software yang telah disiapkan, dengan syarat bahwa data kondisi fisik 
jaringan irigasi, fungsi fisik jaringan irigasi, luas layanan terpengaruh kerusakan aset serta 
luas daerah irigasi harus dilengkapi pada saat pengisian data. 
 
Dari hasil perhitungan akan ditampilkan tabel yang menunjukkan jenis penanganan dan 
prioritas perbaikan jaringan irigasi. Dari tabel tersebut jaringan irigasi yang kondisinya baik 
dan rusak ringan ditangani melalui kegiatan pemeliharaan. 
Sedangkan yang kondisinya rusak sedang diperlukan perbaikan, dan yang kondisinya rusak 
berat perlu dilakukan perbaikan berat atau penggantian sesuai dengan daftar skala prioritas. 
 
Contoh hasil perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Bagian B,  contoh 
laporan rencana pengelolaan aset irigasi yang berupa daftar prioritas penanganan aset irigasi. 
 
 
 
Hasil penyusunan daftar skala prioritas diatas kemudian dibahas bersama dengan 
P3A/GP3A/IP3A untuk memperoleh kesepakatan prioritas perbaikan jaringan irigasi.  
 
Pedoman ini difasilitasi dengan simulasi dalam aplikasi (software), sehingga perencana dapat 
melakukan pilihan aset mana yang akan dilakukan penanganan, dengan mengingat 
ketersediaan dana dan faktor pembatas lainnya. Dengan penanganan/perbaikan yang 
direncanakan, maka dapat diketahui gambaran kinerja jaringan irigasi pasca 
penanganan/perbaikan. 
 
Pelaksanaan simulasi tersebut diatas akan mempermudah penyusunan rencana penanganan 
setiap tahunnya yang disertai dengan rencana kinerja yang diharapkan. 
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LAMPIRAN II 
 
 

BAGIAN A 
 

CONTOH LAPORAN RENCANA 
PENGELOLAAN ASET IRIGASI 
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IDENTITAS DAERAH IRIGASI 

          
1 Nama Daerah Irigasi [36040178] CISANGU ATAS 
2 Kewenangan / Kepemilikan Pemerintah Propinsi 
3 Nama Kantor Pengelola Balai PSDA Ciujung Ciliman 
4 Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum 
5 Daerah Aliran Sungai   
6 Tingkatan Daerah Irigasi Teknis 
7 Status Daerah Irigasi Lintas Kabupaten 
8 Nama Sumber/Suplesi Air 

1 Sungai Cisangu 
2   

 
3 

 

  

4   
9 Lokasi Bangunan Pengambilan 

Propinsi Banten 
Kabupaten/Kota Lebak 

Kecamatan Warunggunung 
Desa Pasirjaksa 

10 Penggunaan Jaringan Irigasi χ Irigasi   Air minum χ Perikanan   Air Industri 
Lain-Lain   

11 Pola Tanam Padi-Padi-Palawija 
12 Luas Potensial (Ha) 1,500 
13 Luas Fungsional 1,360 
14 Luas Terbangun Jaringan Utama (Ha) 1,300 
15 Luas Terbangun Jaringan Tersier (Ha) 1,300 
16 Luas Tanam tahun yang lalu 

Masa Tanam 1 1,300 
Masa Tanam 2 900 
Masa Tanam 3 650 

Intensitas tanam (%) 219 
17 Luas Tanam yang diharapkan setelah pelaksanaan PAI 

Masa Tanam 1 1,300 
Masa Tanam 2 1,100 
Masa Tanam 3 900 

Intensitas tanam  (%) 254 
18 Catatan   

 
 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2012, No.863 101

 
www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2012, No.863 102

 

                          DATA KETERSEDIAAN AIR 
 

D.I : [36040178] CISANGU ATAS 
             
  NAMA SUMBER AIR  : Sungai Cisangu   
    
  TAHUN DATA            : 2008        

  
No. Bulan Periode Qsumber 

(m3/det) 
Qintake 
rencana 
(m3/det) 

Qintake realisasi (m3/det) % Real/Renc 
  

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)/(5)   
  

1 Januari 
1 1.4 1.5 1.4 93%   

  2 1.5 1.5 1.3 87%   
  3 1.24 1.5 1.4 93%   
  

2 Februari 
1           

  2           
  3           
  

3 Maret 
1 1.6 1.5 1.5 100%   

  2 1.4 1.5 1.4 93%   
  3 1.5 1.5 1.5 100%   
  

4 April 
1           

  2           
  3           
  

5 Mei 
1 1.4 1.5 1.4 93%   

  2 1.5 1.5 1.4 93%   
  3 1.3 1.5 1.2 80%   
  

6 Juni 
1           

  2           
  3           
  

7 Juli 
1           

  2           
  3           
  

8 Agustus 
1           

  2           
  3           
  

9 September 
1           

  2           
  3           
  

10 Oktober 
1           

  2           
  3           
  

11 November 
1           

  2           
  3           
  

12 Desember 
1           

  2           
  3           
                          
  Tanggal survei :     Tanda Tangan :    
  Nama  :      
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 KINERJA ASET IRIGASI 
      
Kode : 36040178     
Nama : CISANGU ATAS     

No Aset Nomenklatur 
Luas Layanan (Ha) Kinerja 

(%) Rencana Terairi 

1 Bendung BCA.00 1.360 611 45 

2 Sadap BCA.01 1.360 611 45 

3 Sadap BCA.02 1.359 610 45 
4 Sadap BCA.03 1.357 735 54 

5 Bagi-Sadap BCA.04 1.352 731 54 

6 Sadap BCA.05 490 298 61 
7 Sadap BCA.06 407 223 55 

8 Sadap BCA.07 354 171 48 

9 Sadap BCA.08 336 158 47 

10 Sadap BCA.09 331 165 50 

11 Sadap BCA.10 293 134 46 

12 Sadap BCA.11 276 117 42 
13 Sadap BCA.12 266 127 48 

14 Sadap BCA.13 221 82 37 

15 Sadap BCA.14 204 65 32 
16 Sadap BCA.15 200 90 45 

17 Sadap BCA.16 143 39 27 

18 Sadap BCA.17 132 38 29 

19 Sadap BCA.18 106 20 19 

20 Sadap BCA.19 89 8 9 

21 Sadap BCA.20 85 73 86 

22 Sadap BCA.21 56 47 83 
23 Sadap BCA.22       

24 Bagi-Sadap B CS 01 655 381 58 

25 Bagi-Sadap B CS Ka 01 203 185 91 
26 Sadap B CS Ka 02 173 171 99 

27 Sadap Langsung B CS Ka 03       

28 Bagi-Sadap B CS Ki 2 585 340 58 
29 Sadap B CS Ki 3A 200 116 58 

30 Sadap B CS Ki 3B 270 154 57 

31 Sadap B CS Ki 3C       
32 Bagi B CS Ki 3D 70 49 70 

33 Tanpa Bangunan B CS Ki 3D 2       

34 Sadap B CS Ki 3B1 220 154 70 
35 Sadap B CS Ki 3A1       

36 Bagi B CS Ki 3B2 150 150 100 
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LAMPIRAN II 
 
 

BAGIAN B 
 

CONTOH HASIL PERHITUNGAN KINERJA SISTEM 
IRIGASI DAN DAFTAR PRIORITAS PENANGANAN 

ASET 
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KINERJA SISTEM IRIGASI 

        

Kode : 36040178       
Nama 
DI : CISANGU ATAS       
Luas : 1360       
Indeks Kinerja :       

1. Kondisi Prasarana (25-45)  : 
       
34      

2. Ketersediaan Air (6-9) : 
    
7.20      

3. Indeks Pertanaman (4-6) : 
    
4.80      

4. Sarana Penunjang (5-10) : 
    
5.25      

5. Organisasi Personalia (7.5-15) : 
    
8.45      

6. Dokumentasi (2.5-5) : 
    
3.30      

7. P3A (5-10) : 
    
7.20      

r           
Total : 70.20     
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PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN, EVALUASI, DAN PEMUTAKHIRAN DATA INVENTARISASI 

 
1. Pendahuluan 
 
 

Kegiatan PAI setelah perencanaan adalah pelaksanaan, evaluasi, dan pemutakhiran data 
inventarisasi. Pelaksanaan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan dilakukan 
berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.  
 
Produk kegiatan pelaksanaan PAI adalah terealisasinya pemeliharaan, perbaikan dan 
penggantian aset jaringan irigasi sehingga dapat dicapai target kinerja yang ditentukan. 
Produk kegiatan evaluasi adalah adanya hasil kajian ulang kesesuaian antara rencana dan 
pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagai umpan balik untuk perencanaan PAI tahun 
berikutnya. Produk pemutakhiran data adalah berupa perubahan catatan aset jaringan irigasi 
dan/atau pendukung pengelolaan irigasi. 

 
 
2. Pelaksanaan RPAI 
 

RPAI terdiri dari 3 (tiga) rencana yang dilaksanakan pada setiap tahun sampai selesai dalam 5 
(lima) tahun. 3 (tiga) rencana tersebut adalah ; 
(5) rencana investasi aset jaringan, yang berupa perbaikan dan penggantian aset jaringan 

irigasi dalam masa 5 (lima) tahun; 
(6) rencana investasi aset pendukung, yang berupa pemenuhan kebutuhan dan perbaikan aset 

pendukung dalam masa 5 (lima) tahun; dan 
(7) rencana kinerja irigasi, yang berupa target-target luas tanam per tahun selama 5 (lima) 

tahun yang dihubungkan dengan pelaksanaan rencana investasi aset jaringan. 
 

Ketiga rencana tersebut saling terkait satu dengan yang lain. 
 
Pengajuan dana untuk pelaksanaan rencana tersebut dilakukan melalui mekanisme yang ada, 
yaitu melalui DIPA dan tunduk pada peraturan yang ada mengenai pelaksanaan kegiatan yang 
telah masuk dalam DIPA. 
 
Siklus pelaksanaan RPAI dapat dilihat pada halaman berikut. 

 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN III 
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3. Evaluasi 
 

Evaluasi dapat dilakukan bilamana didahului dengan kegiatan monitoring. Evaluasi dilakukan 
terhadap pelaksanaan RPAI dan pelaksanaan PAI pada umumnya termasuk kegiatan 
inventarisasi sampai dengan pemutakhiran data.  
 
Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui jalur administrasi yang ada. Namun evaluasi 
terhadap pelaksanaan RPAI harus dikaitkan dengan target kinerja yang ditentukan dan 
menjadikan ukuran tingkat pelayanan dari suatu Daerah Irigasi. 
 
Evaluasi terhadap kinerja dari suatu Daerah Irigasi harus dilakukan secara obyektif dengan 
mempertimbangkan unsur yang berada di luar bidang keirigasian, termasuk di antaranya 
ketersediaan air dan sarana serta prasarana pertanian lainnya.  
 
Bagan alur kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada halaman berikut. 
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4. Pemutakhiran Data Hasil Inventarisasi 
 

Dalam PAI ada dua inventarisasi yang berbeda frekuensinya, inventarisasi untuk aset jaringan 
dilakukan setahun sekali dan inventarisasi untuk aset pendukung dilakukan sekali dalam 5 
tahun. Dengan demikian pemutakhiran data untuk aset jaringan dapat dilakukan setiap 
tahun, namun untuk aset pendukung hanya bisa dilakukan sekali dalam 5 tahun. 
 
Evaluasi dan pemutakhiran data dapat memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan RPAI 
yang sedang berjalan. 
 
Hasil pemutakhiran data dapat untuk menerbitkan buku data irigasi tahunan dan atau 
menayangkan melalui situs internet.. 
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